BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Para ahli dan beberapa sarjana hukum memiliki berbagai perspektif
mengenai kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara
kepailitan yang mengandung klausul arbitrase dalam perjanjian para
pihak. Beberapa menyatakan tidak setuju terhadap kewenangan absolut
Pengadilan Niaga untuk tetap dapat memeriksa perkara kepailitan yang
memuat klausul arbitrase karena menghormati asas pacta sunt servanda
sehingga klausul arbitrase dalam perjanjian yang memiliki choice of
forum menjadi mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-
undang. Sehingga Pengadilan Niaga tidak memiliki wewenang terhadap

perkara yang memuat klausul arbitrase.

Di sisi lain, beberapa menyatakan setuju dengan kewenangan absolut
yang dimiliki Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara kepailitan,
apakah itu memuat Kklausul arbitrase ataupun tidak. Pertama, kepailitan
dan arbitrase dipandang memiliki perbedaan dalam ranahya, jenisnya
(arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa sedangkan kepailitan
merupakan tindakan hukum), putusannya (arbitrase bersifat condemnatoir

sedangkan kepailitan declaratoir), dan putusan pailit bersifat erga omnes.
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Selain itu, kewenangan absolut Pengadilan Niaga dalam memeriksa
perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase diatur secara tegas
dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang
menyatakan Pengadilan Niaga tetap berwenang. Pasal 303 Undang-
Undang a quo menjadi penerapan asas lex posterior derogat legi priori

serta asas lex specialis derogat legi generalis.

2. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai keberadaan klausul arbitrase
dalam perjanjian para pihak dalam perkara nomor
64/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang ada di Indonesia. Majelis Hakim menimbang bahwa
pengajuan perkara ke Arbitrase (adanya Klausula Arbitrase) tidak
menghalangi suatu permohonan pailit karena bertitik tumpu pada
berlakunya Pasal 303 Undang-Undang KPKPU, meskipun sebelumnya
telah didaftarkan penyelesaian sengketa tersebut oleh termohon pailit ke
BANI. Majelis Hakim tetap memberikan catatan seyogyanya para pihak
yang sudah bersepakat dengan adanya klausul arbitrase tetap memberi
penghargaan pada kesepakatan tersebut dengan Pemohon bersedia
menyelesaikan terlebih dahulu adanya sengketa dengan Termohon

melalui arbitrase yang telah mereka pilih bersama.

B. SARAN
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1. Para pihak hendaknya harus lebih memahami konsekuensi dari adanya
klausul arbitrase dan tetap memberi penghargaan pada kesepakatan
tersebut dengan para pihak bersedia menyelesaikan terlebih dahulu adanya
sengketa melalui arbitrase yang telah mereka pilih bersama karena
pencantuman klausul arbitrase dalam perjanjian menimbulkan konsekuensi
hukum yaitu menjadikan lembaga arbitrase sebagai forum yang berwenang

dalam menyelesaikan perkara yang timbul akibat perjanjian tersebut.

2. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang memuat klausul arbitrase,
bahkan perjanjian yang tidak memuat klausul arbitrase, harus lebih teliti
dalam mengajukan penyelesaian sengketa ke forum yang berwenang,
sebab apabila tidak teliti apakah sengketa yang timbul yaitu akibat
pemenuhan prestasi yang saling tidak dipenuhi kedua belah pihak atau
wanprestasi yang timbul akibat hanya salah satu pihak yang tidak
memenuhi kesepakatan, akan menimbulkan penyelesaian sengketa yang
berlarut — larut dan memakan waktu apabila mendaftarkan perkara tersebut
ke forum yang keliru. Seperti contohnya dalam kasus ini, sengketa yang
timbul akibat para pihak saling tidak memenuhi prestasi, tidak dapat
diajukan pailit ke Pengadilan Niaga sebab salah satu syarat dapat

dinyatakan pailit adalah utang tersebut dapat dibuktikan secara sederhana.

3. Penulis menyarankan agar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang direvisi

mengenai Pasal 303 yang menyatakan Pengadilan Niaga tetap berwenang
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memeriksa perkara yang memuat klausul arbitrase. Revisi tersebut
dilakukan dengan memberikan limitasi dalam penerapan pasal tersebut
dengan batasan hanya ketika debitur benar-benar dalam keadaan insolven
(tidak mampu lagi melunasi hutangnya) yang dapat menjadi kewenangan
Pengadilan Niaga meskipun dalam perkaranya terdapat klausul arbitrase
agar tujuan kepailitan sebagai sarana Commercial Exit from Financial
Distress dapat tercapai dengan adil. Hal ini dikarenakan debitur yang
masih dapat melunasi semua hutangnya dapat menempuh penyelesaian
melalui arbitrase agar mendapat penyelesaian yang bersifat win-win

solution.
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